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Imagination is more important than knowledge”  
(Albert Einstein ) 
  
•Data membuka Mata 
•Data membuka Pikiran, dan 
•Data membuka Hati 
 
(Purwanto,  Field Officer Unicef Makassar) 
PENGELOLAAN DAPODIKBUD 
(Data Pokok Pendidikan-Kebudayaan) 




A. KONSEP DAPODIKBUD 
B. REFERENSI INTEGRASI 
C. KEBUTUHAN INTEGRASI SECARA TEKNIS 
DEMENSI 1: 
DAPODIKBUD 
Data Pokok Pendidikan-Kebudayaan 
Merupakan Sistem Pengelolaan Data 
Pendidikan dan Kebudayaan yang 
Terintegrasi, untuk menunjang Tata 
Kelola Data dan Informasi yang 
terpadu.  




























*)  Rowley, Jennifer (2007). "The wisdom hierarchy: 
representations of the DIKW hierarchy". Journal of Information 






















BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan dalam UUD 1945 (setelah amandemen) 
 
Pasal 28C ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan 
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” 
Pasal 31 ayat (1) menyatakan “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.” 
UUD 45 
UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 
BAB I  KETENTUAN UMUM  
Pasal 1  
Ayat 1. 
  Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki 
•  kekuatan spiritual keagamaan, 
•  pengendalian diri, 
•  kepribadian, 
•  kecerdasan, 
•  akhlak mulia, 
•  serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  
DIMENSI 3: RUANG LINGKUP UNDANG UNDANG 





Pancasila UUD 45 
Perubahan Zaman 
Ayat 2. 
  Pendidikan nasional adalah 
pendidikan yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang 
berakar pada nilai-nilai agama, 
kebudayaan nasional Indonesia 
dan tanggap terhadap tuntutan 
perubahan zaman.  
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1  
UU Sisdiknas, No 20 Tahun 2003 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana ......... 
Pendidikan 
Nasional 
Referensi DIMENSI 3: RUANG LINGKUP UNDANG UNDANG 
DAPODIK adalah suatu konsep pengelolaan Data 
Pendidikan yang bersifat Relational dan Longitudinal, 
sehingga program-program pembangunan pendidikan 
dapat terarah dan akan mempermundah dalam 
menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi 
pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan 
Mutu Pendidikan yang Merata dan Tepat Sasaran.  
 
Acuan pembangunan pendidikan nasional  adalah 
terpenuhinya SPM dan SNP dalam pengelolaan dan 
penyelenggaraan pendidikan. 
 
Untuk mewujudkan pembangunan pendidikan 
tersebut dibagi menjadi empat faktor/bidang garapan 
yaitu: 
 1. PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) 
 2. Satuan Pendidikan 
 3. Peserta Didik, dan 
 4. Substansi Pendidikan. 
 
Didalam implementasinya keempat faktor pendidikan 
harus tergambarkan atau didukung dengan Data 
Pokok Pendidikan yang sama sumbernya. 
Acuan Program Pembangunan/Pembinaan 
Sumber Data yang sama 
(DAPODIK) 
EMPAT BAGIAN PENTING KONSEP DASAR DAPODIK 
Empat Jenis data (Tiga Entitas Data & Substansi Pend.) 
Program Pembangunan/Pembinaan 
KONSEP DASAR DAPODIK 










Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana ......... 
Menunjukkan Proses 
DIMENSI 3: RUANG LINGKUP UNDANG UNDANG 
Proses Belajar 
Mengajar 
Didalam Proses Belajar Mengajar, terdapat tiga faktor 
penting yang berpengaruh, dan menentukan kualitas 
dari output PBM. 
Tiga faktor tersebut adalah Instrumental Input, 
Environmental Input, dan kemampuan dasar anak itu 
sendiri. 
Dengan mengkorelasikan Output dengan Faktor Environmetal Input, maka dapat diduga bagaimana peran 
Faktor Instrumental Input didalam proses belajar mengajar. 
DIMENSI 4: METODE EVALUASI  
Sabang 
Merauke 
Integrasi Data Data dan Informasi UU Sisdiknas Evaluasi 
Wilayah Indonesia 
KEBIJAKAN SATU PETA 
Dimensi 1 Dimensi 2 Dimensi 3 Dimensi 4 
Sekolah 








Badan Informasi Geospasial 
(Kebijakan Satu Peta) 





Kawasan Cagar Budaya 
Cagar Budaya 
Pusat Belajar (Bahasa, Kebudayaan, Ketrampilan, 
Sanggar, Padepokan, dll) 
Tempat-tempat 
Umum 
Langkah Selanjutnya adalah Keterlibatan Publik 













Data Master Referensi 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Data Awal Master Referensi  dari 
Direktorat Jenderal Kebudayaan 
Langkah-langkah 
1. Identifikasi  
2. Verifikasi  
3. Validasi 
4. Integrasi 
Konsep dan Langkah Penyusunan Master Referensi Cagar Budaya 
Konsep awal integrasi data dan informasi 
kebudayaan, yaitu dengan membangun satu data 
master referensi kebudayaan, langkah awal 
disusun untuk Cagar Budaya, langkah selanjutnya 
Museum, Sanggar Kebudayaan, Bahasa  dll, 










INFORMASI YANG TERINTEGRASI 
